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Menimbang : 8. bahwa pelaksanaan pemerintahan dcsa sebagai wujud 
pelaksanaan kepada masyarakat untuk terciptanya 
kesej ahteraan dan kemakmuran masyarakat serta 
peningkatan pembangunan di desa secara clayaguna clan 
berhasilguna diperlukan penataan serta pengelolaan 
Keuangan Desa yang bertanggungjawab; 

b. bahwa untuk menunjang clan meningkatkan proses 
pelaksanaan pembangunan, pemerintahan clan pelayanan 
kemasyarakatan yang berkelanjutan dengan berpedoman 
pada asas pemerataan, sebagaimana telah diamanatkan 
oleh Unclang , Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah clan Peraturan Pemerintah Nomor 
72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu aclanya 
pengaturan mengenai Keuangan Desa; 

c. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a clan huruf b, maka perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa. 

BUPATI MANGGARAI, 

TENT ANG 
KEUANGAN DESA 

PERA TURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
NOMOR 13 TAHUN 2006 

LE1v1BARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARA.I 
T AHUN 2006 NOMOR 13 SERIF NOMOR 10 
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Mcngingat 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pcmbcntukan Daerah-daerah Tingkat II dalam 
\X/ilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tcnggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, 
T ambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1655); 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Pcnyelcnggaraan Negara yang Bersih clan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi clan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Pcraturan PerUndang - Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389); 

4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 3 7), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undapg - Undang Nomor 3 
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4548); 



160 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang 
Pcrimbangan Kcuangan antara Pcmcrintah Pusar dan 
Pemcrintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 126, Tarnbahan 
Lcmbaran Negara Repuhlik I ndoncsia Nomor 44 38); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan Pemerintah Jan Kewenangan Propinsi 
sebagai Daerah Otonom (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

8. Peraturan Pcmerintah Nomor 65 Tahun 2001 ten tang 
Pajak Daerah (Lemharan Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4138); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 199, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587); 
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PERATURAN DAERAH TENTANG KEUANGAN 
DESA 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

MANGGARAI 
clan 

BUPATI MANGGARAI 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 4539); 

13. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 15 Tahun 
2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum 
Dae rah; 

14. Pcraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum 
Dae rah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 
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Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupat~n Manggarai; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pcmerintahan oleh 

pemcrintah daerah dan DPRD menurut asas otonorni dan tugas 
pembantuan dcngan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai; 
4. Bupati adalah Bupati Manggarai; 
5. Camat adalah Perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja 

kecamatan; 
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah 

Kabupaten; 
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas ~ batas 

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa clan Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa; 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 
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9. Pcmermtahan Dcsa adalah penyclenggaraan urusau pcmerintahan oleh 
pemerintah dcsa dan Badan Permusyawaratan Dcsa dalam mengatur dan 
mengurus kepcntingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan 
adat istiadat setcmpat yang diakui clan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia; 

10. Kepala Desa adalah pimpinan pemcrintah dcsa yang mempunyai tugas dan 
fungsi menyelcnggarakan pelaksanaan pemerintahan desa bcrdasarkan 
kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah 
lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan desa: 

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya disingkat 
APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah: 

13. Anggaran Pendapatan clan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDesa adalah suatu rencana anggaran tahunan yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa clan BPD yang ditetapkan dengan 
Peraturan Desa; 

14. Perimbangan keuangan Kabupaten ke desa adalah clana yang bersumber 
clari penerimaan APBD yang dialokasikan kepacla Desa; 

15. Alokasi Dana Desa adalah clana yang clialokasikan oleh Kabupaten untuk 
Desa yang bersumber dari bagian clana Perimbangan Keuangan Pusat clan 
Daerah yang cliterima oleh Kabupaten; 

16. Sumber Pendapatan Desa aclalah sumber penerimaan clesa yang berasal 
dari penclapatan asli clesa, bantuan dari pemerintah, pemerintah provisi, 
pemerintah kabupaten clan · sumbangan dari .. pihak ke tiga maupun 
pinj aman desa: 
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17. Dana Alokasi Umurn Desa yang selanjutnya disingkat DAU Desa adalah 
dana bantuan Pcmcrintah Kabuparcn kepada Desa yang bcrsumber dari 
bagian perolchan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, 
bagian dari dana perirnbangan Keuangan Pusat Jan Daerah yang diterima 
olch Pernerintah Kabupaten yang dialokasikan clengan tujuan keadilan 
dan pernerataan Keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya; 

18. Dana. Alokasi Khusus Desa yang disingkat DAK Desa aclalah dana 
bantuan Pemerintah Kabupaten kepacla Desa untuk membiayai kegiatan 
Desa yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten; 

19. Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang 
dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang - undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah clan pembangunan Daerah, 

20. Retribusi Daerah yang disingkat Retribusi adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah clan atau diberian oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan: 

21. Keuangan Desa adalah sernua hak clan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu bauk berupa uang maupun barang yang 
dapat dijaikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak clan 
kewajiban. 
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Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal (2), pasal (3) dan pasal 
( 4) dilakukan secara tertib sesuai disiplin anggaran. 

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintahan Desa didanai dari APBN. 

Pasal 5 

Pasal 4 

Penyelenggaraan Pernerinrahan Daerah yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Desa didanai dari APBD. 

Pasal 3 

Penyelenggaraan Perncrintahan Desa yang mcnjadi kewenangan desa didanai 
dari APB Desa, bantuan Pemerintah dan bantuan Pemerintaha Daerah, 

Pasal 2 

BAB II 
KEUANGAN DESA 



166 

(1). Sumber Pendapatan Desa terdiri atas : 
a. pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan 

dcsa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong serta lain - 
lain pendapatan asli desa yang sah, . 

b. bagi hasil pajak daerah kabupaten paling sedikit 10% (sepulu 
perseratus) untuk desa dari retribusi kabupaten sebagian 
diperuntukan bagi desa; 

c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 
diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) yang pembagiannya untuk tiap Desa secara proporsional 
yang merupakan alokasi dana desa; 

d. bantuan Keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan 
pemerintah Kabupaten dalam rangka urusan pemerintahan; clan 

e. hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. 
(2). Sumber Pendapatan Desa sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf a, 

b, c, cl, clan e dibukukan dalam buku kas desa dan dituangkan ke dalam 
APBD Desa; 

(3). Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi clan 
Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) huruf cl, 
disalurkan melalui Kas Desa dan dituangkan dalam APB Desa. 

Pasal 6 

Bagian Kesatu 
Jenis Pendapatan Desa 

BAB III 
SUMBER PENDAPATAN DESA 
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I 

I 

( 1). Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana -dimaksud dalam pasal 6 
ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban , kewajiban pihak 
penyumbang kepada desa. 

(2). Sumbangan yang berupa barang, baik barang bergerak maupun barang 
tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. 

(3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan didalam surat perjanjian 
bersama desa. 

( 1). Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Desa baik pajak maupun 
retribusi yang sudah dipungut oleh Provinsi atau Kabupaten tidak 
dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pcmcrintah Desa. 

(2). Pungutan pajak dan Retribusi lainnya yang telah dipunggut oleh Desa 
tidak dibenarkan dipunggut atau diambil alih oleh Pemerintah Provinsi 
atau Pemerintah Kabupaten. 

(3). Bagaian Desa dari peroleh bagian pajak dan Retribusi Daerah 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan 
pengalokasiannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 9 

Pasal 8 

Kckayaan Dcsa scbagaimana dimaksud pada pasal (6) huruf a terdiri atas : 
a. tanah kas desa: 
b. pasar dcsa, 
c. bagunan dcsa: 
d. pasar hcwan; 
e. rambaran perahu; 
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, 
g. hasil usaha milik desa: dan 
h. lain , lain kekayaan milik desa. 

Pasal 7 

r 
l 
I 
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Plofon DAU Desa untuk seluruh Desa ditetapkan dalam APBD berdasarkan 
penjumlahan ketiga sumber DAU Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 
10 ayat 

Pasal 12 

Bagian dari dana Perimbangan Pusat clan Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 10 ayat ( 4) terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya 
alam ditambah DAU setelah dikurangi belanja pegawai. 

Pasal 11 

(1). DAU Dcsa terdiri dari : 
a. bagian dari penerimaan pajak darah: 
b. bagian dari penerimaan rerribusi daerah: clan 
c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat clan daerah yang 

direrima oleh pemerintah kabupaten, 
(2). Bagian dari Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf a, dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) yang ditetapkan dalam APBD. 

(3). Bagian dari Penerimaan Retribusi Daerah tcrtentu sebagaimana 
dimaksud pada avat ( 1) huruf b, dialokasikan kepada desa paling 
sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang ditetapkan dalam APBD. 

( 4). Bagian dari Dana Perimbangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh 
Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 
dialokasikan kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang 
ditetapkan dalam APBD. . 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Dana Alokasi Umum Desa 
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( 1). Alokasi Dana Desa terdiri dari : 
a. dana bagi hasil pajak clan sumber daya alarn, 
b. 10% (sepulu perseratus) dari DAU setelah dikurangi belanja 

pegawai. 
(2). Alokasi Dana Desa ditentukan bedasarkan bobot des a. 
(3). Bobot Desa ditentukan berdasarkan : 

a. luas wilayah; 
b. jumlah penduduk; 
c. j umlah KK mis kin; 
d. keterjangkauan desa. 

( 4). Besarnya prosentase Alokasi Dana Des a minimal dan proporsional serta 
rumusan perhitungan ADD diatur lebih lanjut dengan Peratuan Bupati. 

Pasal 14 

Bagian Keempat 
Alokasi Dana Desa 

( 1). Pcmcrinrah Kabupatcn dapat mcmberikan DAK Desa hagi dcsa ~ desa 
tcrtentu untuk mcrnbiavai kcgiatan yang sudah dibeuruk Pemerintah 
Kabupaten. 

(2). Pengaturan lebih lanjut mcngenai penggunaan DAK Desa diatur 
dcngan Peraturan Bupati. 

Pasal 13 

Bagian Ketiga 
Dana Alokasi Khusus Desa 
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Pedoman penyusunan APBDesa, perubahan APBDesa, perhitungan 
APBDesa clan pertanggungjawab APBDesa ditetapkan dengan Peraturan 
Bupati. 

Pasal 17 

( 1). Rancangan Peratuan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui 
bersama ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 ( tiga) hari 
disarnpaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk 
dievaluasi. 

(2). Hasil evaluasi terhadap rancangan Peratuan Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari 
kepada Kepala Desa. 

(3). Apablia hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui 
batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan rencangan 
Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. 

Pasal 16 

( 1). APBDesa tcrdiri atas bagian pendapatan dcsa, bclanja dcsa dan 
pembiayaan. 

(2). Rancangan APBDesa dibahas olch Kepala Dcsa bcrsarna BPD dalarn 
musyawarah perencanaan pcmbanguuan desa. 

(3). Kepala Desa bersama BPD menctapkan APBDesa sctiap tahun dengan 
Peraturan Desa. 

Pasal 15 

BAB IV 
PENET AP AN APB DESA 
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.. 

Penentuan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya yang diberikan ·· 
kepada Kepala Desa clan Perangkat Desa serta tunjangan kepada BPD 
berdasarkan musyawarah desa yang ditetapkan dalam APBDesa . 

Pasal 20 

(1). Pimpinan dan anggota BPD diberikan tujangan sesuai dengan 
kemampuan keuangan Desa. 

(2). Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) ditetapkan dalam APBDesa yang diatur lebih lanjut dengan 
Keputusan Bupati. 

Pasal 19 

( 1). Kepala Desa Jan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap 
· hulan dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan 

Desa. 
(2). Penghasilan tctap dan/atau tunjangan lainnya yang diterima oleh 

Kepala Dcsa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan setiap bulan dalarn APBDesa. 

(3). Penghasilan tetap sehagaimana dimaksud pada ayat (2) perlu diatur 
dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 18 

BABV 
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA 

DANBPD 
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I J Pedoman pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud daiam pas al 2 3 
i diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 24 

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 21 ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Desa. 

Pasal 23 

Untuk melakukan penatausahaan Keuangan Desa Kepala Desa dapat 
mengangkat bendaharawan desa yang berasal dari perangkat desa yang 
mempunyai keahlian dibidang penatausahaan keuangan serta berwatak jujur 
clan dapat dipercava. 

Pasal 22 

(1). Kepala Desa adalah pemcgang kckuasaan pengclolaan Keuangan Desa. 
(2). Dalam melaksanakan kckuasaannya sebagaimana dimaksud pad a avat 

(1), Kepala Desa dapat mclimpahkan sebagian a tau seluruh 
kekuasaannya berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan kepada perangkat desa. 

Pasal 21 

Bagian Kesatu 
Pengelolaan 

BAB VI 
PELAKSANAAN ANGGARAN 
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( 1). T ugas dan tanggungjawab Kepala Desa dalam Pengelolaan keuangan 
Desa: 
a. mengkoorclinasikan musyawarah antara Pemerintah Desa, BPD clan 

Elemen Desa terkait mengenai rencana penggunaan perimbagan 
keuangan Kabupaten kepada Desa. 

b. mengkonsultasikan kepada publik tentang rencana penggunaan 
perimbangan keuangan Kabupaten kepacla Desa 

c. menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa setelah 
mendapat persetujuan BPD ditctapkan m;njadi Peraturan Desa; 
clan 

d. bertanggungjawab atas perimbangan keuangan Kabupaten kepada 
Des a. 

Pasal 26 

Bagian Ketiga 
Tugas clan Tanggungjawab Kepala Desa clan BPD 

( 1). Ram bu , rambu penggunaan perimbangan keuangan Kabupaten kepada 
Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

(2). Semua penerimaan clan penggeluaran keuangan sebagai akibat 
diberikannya perimbangan oleh Kabupaten kepada Dcsa dicatat clan 
dibukukan dalam buku kas administrasi oleh bendahawan urnum Desa. 

(3). Pcrencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa dikoordinasikan oleh 
pemerintah dcsa. 

(4). Kebutuhan pembangunan internal desa menjadi tanggungjawab Desa. 

Pasal 25 

Bagian Keclua 
Pengelolaan Alokasi Dana Desa 

,- 
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Pengawasan atas penggunaan dana perimbangan Kabupaten kepada Desa 
dilakukan oleh BPD clan Aparat pengawasan Pemerintah. 

Pasal 28 

( 1). Pernbinaan atas penggunaan dana perimbangan Kabupaten kepada 
Desa dilakukan oleh tim pembina tingkat Kabupaten clan pendamping 
tingkat Kecamatan. 

(2). Tim pembina clan pendamping pengelolaan dana perimbangan 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 27 

BAB VII 
PEMBINAAN DAN PENG AW ASAN 

(2). T ugas dan tanggungjawab BPD dalam Pengelolaan keuangan Desa : 
:1. hersama , sarua pemcrintah desa menyusun rancangan pcraturan 

desa tentang APBDesa yang didalamnva terrnasuk rencana 
pcrimbagan kcuangan Kabupaten kcpada Dcsa. 

b. mcngawasi penggunaan pcrimbangan keuangan Kabupaten kepada 
Desa baik tertib administrasi maupun pelaksauaan dilapanuan, dan 

c. meruinta laporan ketcrangan pertanggungjawaban Kep.ila Dcsa atas 
pcnggunaan pcrimbagan kcuangan Kabupaten lcpada Dcsa, 
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LEM BARAN DAERAH KABUP A TEN MANGGARAI 
TAHUN 2006 NOMOR 13 SERIF NOMOR 10 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MANGGARAI, 

Cap ttd 
FRANS B. P ADJU LEOK 

Diundangkan di Ruteng 
padatanggal 2006 

BUPATI MANGGARAI, 
Cap ttd 

CHRISTIAN ROTOK 

Ditetapkan di Ruteng 
pada tanggal 30 Desember 2006 

Agar seriap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penernpatannva dalam Lemharan Daerah Kabupaten 
Manggarai. 

( 1) Hal # hal yang belum diatur Jalam peraturan daerah ini, akan diatur lebih 
lanjut oleh Bupati. 

(2) Pcraruran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 29 

BAB VII 
KETENTU AN PENUTUP 
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Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cukup jelas 

Pasal 6 

II. PASAL DEMI PASAL 

Berdasarkan perimbangan sebagaimana diuraikan di atas perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa. 

Pemerintahan Desa rnerupakan basis terdepan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam 
rangka peningkatan dan percepatan proses pelaksanaan pembangunan 
secara adil dan merata keseluruh wilayah pedesaan dalam wilayah 
Kabupaten Manggarai perlu didukung dengan kebijakan alokasi sumber 
sumber pembiayaan pembangunan desa yang proposional sesuai semangat 
dan jiwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pernerintahan 
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
dengan memperhatikan potensi serta kemampuan keuangan negara dan 
daerah. 

I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI 
NOMOR 13 TAHUN 2006 

TENT ANG 
KEUANGAN DESA 
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Cukup jelas 
Pasal 7 

Cukup jelas 
Pasal 8 

Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukup jelas 
Pasal 10 

Cukup jelas 
Pasal 11 

Cukup jelas 
Pasal 12 

Cukup jelas 
Pasal 13 

Cukup jelas 
Pasal 14 

Cukup jelas 
Pasal 15 

Cukup jelas 
Pasal 16 

Cukup jelas 
Pasal 17 

Cukup jelas 
Pasal 18 

Cukup jelas 
Pasal 19 

Cukup jelas 
Pasal 20 

Cukup jelas .. 
Pasal 21 

Cukup jelas 
Pasal 22 

Cukup jelas 
Pasal 23 
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Pasal 24 
Cukup jelas 

Pasal 25 
Cukup jelas 

Pasal 26 
Cukup jelas 

Pasal 27 
Cukup jelas 

Pasal 28 
Cukup jelas 

Pasal 29 
Cukup jelas 

Cukup jelas 
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a. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 
13 Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa tclah disahkan 
pada tanggal 29 Desember 2006, maka perlu segera 
dilaksanakan ; 

b. bahwa berhubung dengan itu, perlu menetapkan 
Keputusan Bupati Manggarai Tentang Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 13 
Tahun 2006 Tentang Keuangan Desa 

1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 
Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah 
Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ; 

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang,-Undang, Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4389) ; 

BUPATI MANGGARAI 

f 

Mengingat 

Menimbang 

KEPUTUSAN BUPATI MANGGARAI NOMOR 
NOMOR HK I 305 I 2006 

TENT ANG 
PELAKSANAAN PERA TURAN DAERAH KABUPA TEN MANGGARAI 

NOMOR 13 TAHUN 2006 TENT ANG KEUANGAN DESA 
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4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 
Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4548) ; 

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor . 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587) ; 

7. Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4539) 

8, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 
Tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 
Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 
tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah 
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.. 

BUPATI MANGGARAI, 
Cap ttd 

CHRISTIAN ROTOK 

Ditetapkan di Ruteng 
pada tanggal 30 Desernber 2006 

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai 
Nornor 12 Tahun 2006 tentang Penataan Kawasan 
Perdesaan. 
Mernerintahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai 
untuk mengundangkan Peraturan Dacrah dimaksud kedalarn 
Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai. 
Menunjukan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Manggarai untuk melaksanakan Peraturan Daerah 
dimaksud 
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 

MEMUTUSKAN : 

KEEMPAT 

KETIGA 

KEDUA 

Menetapkan 
KESA TU 


